SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA
GENERIK ANGGOTA POLRI DI POLDA KALIMANTAN TENGAH
MENGGUNAKAN METODE AHP

Imanata Kartika Anindhita', Ridwan Rismanto S.ST., M.Kom’, Erfan Rohadi,, ST., M.Eng., Ph.D*

Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi,Politeknik Negeri Malang
'kartikaimanata@gmail.com, * r.rismanto@gmail.com > erfanr@polinema.ac.id

Abstrak

Penilaian kinerja generik atau SMK adalah sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengukur kinerja seluruh
anggota POLRI untuk mempertahankan, meningkatkan dan menciptakan komunikasi antara pimpinan dan
anggota agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi anggota POLRI. Penilaian kinerja generik meliputi
Kepemimpinan, Jaringan Sosial, Komunikasi, Pengendalian Emosi, Agen Perubahan, Integritas, Empati,

Pengelolaan Administrasi, Kreativitas, dan Kemandirian.

Pada skripsi ini dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Generik menggunakan
metode Analytical Hierarchy Process AHP yang memiliki perbandingan pasangan Alternatif dan Kriteria

Hasil uji coba/ pengujian aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi ini menjanjikan menjadi sebuah sistem
penilaian yang memudahkan petugas dalam melakukan penilaian secara proposional dan adil di lingkungan

POLRI Polda Kalimantan Tengah.

Kata Kkunci : Sistem Informasi, Sistem Pendukung Keputusan, AHP, POLRI.

1. Pendahuluan

Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan
pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah
Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas
POLRI pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti
provinsi atau daerah istimewa. Polda merupakan
perpanjangan tangan langsung dari Mabes POLRI.
Polda di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang
bertanggung jawab kepada Kapolri. Polda
membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Resort atau Polres.

Tugas utama dari kepolisian adalah melayani,
melindungi dan mengayomi masyarakat disamping
tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu penegakan
hukum serta menciptakan kondisi aman dan tertib.
Dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan
salah satu fungsi pemerintahan di Negara pada
bidang pemeliharaan keamanan dan Kketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menilai kinerja anggota, POLRI telah
membuat Penilaian Kinerja Generik yang meliputi
kepemimpinan, jejaring  sosial, = komunikasi,
Pengendalian emosi, agen perubahan, integritas,
empati, pengelolaan administrasi, kreativitas dan
kemandirian. Hal ini berguna untuk mengukur

kinerja dari seorang anggota POLRI agar anggota
polri tidak sembarangan dalam bekerja, bertindak
dan bersikap. Namun selama ini penilaian kinerja
generik masih dilakukan secara manual dengan
menggunakan kertas sehingga sering di manipulasi
oleh anggota maupun pimpinan POLRI. Penilaian
kinerja generik saat ini tidak bisa melihat nilai
secara proporsional sesuai dengan kriteria sehingga
penilaian tersebut terkadang tidak adil karena
penilaian hanya dilihat dari jumlah tertinggi dari
kriteria penilaian kinerja.

Penilaian kinerja generik telah diatur dalam
peraturan kepala kepolisian Negara Republik
Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang penilaian
kinerja bagi pegawai negeri pada kepolisian negara
republik indonesia dengan sistem manajemen
kinerja. Data-data tersebut berpusat di bagian
sumber daya manusia, maka dari itu sistem yang
akan dibuat berbasis web agar pengisian data tidak
dapat di manipulasi.

2. Landasan Teori

2.1 Definisi Sistem

Dalam mengerjakan suatu aplikasi dibutuhkan
sebuah sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen
yang saling berkaitan yang bertanggung jawab
memproses masukan (input) sehingga menghasilkan
keluaran (output) (Kusrini, 2007: 11).

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari
teknologi informasi dan aktivitas orang yang
menggunakan teknologi itu untuk mendukung
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operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat
luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan
merujuk kepada interaksi antara orang, proses
algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian
ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya
pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana
orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam
mendukung proses bisnis.

2.2 Perkap POLRI No 16 tahun 2011

Sistem Manajemen Kinerja yang selanjutnya
disingkat SMK adalah sistem yang digunakan untuk
mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai
negeri pada Polri agar selaras dengan visi dan misi
organisasi. Dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan Kkinerja pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbasis
kompetensi, maka perlu diberikan penilaian
berdasarkan standar kinerja secara objektif,
transparan, dan akuntabel guna mendorong prestasi,
produktivitas, dedikasi, dan loyalitas kerja. Penilaian
Kinerja adalah nilai kumulatif dari hasil penilaian
faktor generik dan faktor spesifik. Kinerja adalah
prestasi atau kemampuan kerja yang diperlihatkan
oleh seorang pegawai dalam mendukung dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Faktor
Generik yang selanjutnya disingkat FG adalah
indikator penilaian yang diberlakukan sama pada
semua pegawai. Faktor Spesifik yang selanjutnya
disingkat FS adalah indikator penilaian yang terkait
dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab
pegawai pada masing-masing fungsi yang ada pada
Polri.

2.3 Metode AHP (Analytic Hierarchy Proses)

AHP adalah proses yang menggunakan
perbandingan berpasangan untuk menentukan faktor
dan evaluasi faktor bobot dalam pengambilan
keputusan multifaktor. Peralatan utama AHP adalah
sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya
presepsi manusia. Keberadaan hirarki
memungkinkan dipecahnya masalah kompleks
(tidak terstruktur) dalam sub — sub masalah sehingga
menyusunnya menjadi suatu bentuk hirarki.

Banyak keunggulan yang dimiliki AHP dalam
menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah
satunya adalah dapat digambarkan secara grafis
sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang
terlibat dalam pengambilan keputusan.

Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki
fungsional dengan input utamanya adalah persepsi
manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan
dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur
dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi
suatu bentuk hierarki.

AHP memiliki banyak keunggulan dalam
menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah
satunya adalah dapat digambarkan secara grafis
sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang
terlibat dalam pengambilan keputusan.

Prinsip dasar AHP, antara lain :

1.

1
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Membuat hierarki

Sistem yang kompleks bisa dipahami
dengan memecahnya menjadi elemen-
elemen pendukung, menyusun elemen
secara hierarki, dan menggabungkannya.

Tujuan yang ingin
dicapai
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Gambar 1. Struktur Hirarki AHP yang
digunakan
Penilaian kriteria dan alternatif
Kriteria dan alternatif dilakukan dengan
perbandingan berpasangan. Menurut Saaty
(1988), untuk berbagai persoalan, skala 1
sampai 9 adalah skala terbaik untuk
mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi
pendapat kualitatif dari skala perbandingan
Saaty bisa diukur menggunakan tabel analisis
seperti pada table berikut.
Tabel 1 Skala Penilaian Perbandingan

Berpasangan
Keterangan
Kedua elemen sama pentingnya
(equal)
Elemen yang satu sedikit lebih
penting dari pada elemen yang
lainnya (moderate)
Elemen yang satu lebih penting
daripada elemen yang lainnya
(strong)
Satu elemen jelas lebih mutlak
penting daripada elemen
lainnya(very strong)
Satu elemen mutlak penting
daripada elemen lainnya (extreme)
Nilai-nilai  antara dua  nilai
pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan nilai tingkat kepentingan
dari skala 1 -9
Synthesis of priority (menentukan prioritas)
Untuk setiap kriteria dan alternarif, perlu
dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise
comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif
dari seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan
dengan judgement yang telah ditentukan untuk
menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan
prioritas  dihitung dengan  memanipulasi
matriks atau melalui penyelesaian persamaan
matematika.

Nilai

54’678

Logical Consistency (Konsistensi Logis)



Konsistensi memiliki dua makna. Pertama,

objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan

sesuai dengan keseragaman dan relevansi.

Kedua, menyangkut tingkat hubungan

antarobjek yang didasarkan pada kriteria

tertentu.

Prosedur atau langkah-langkah dalam metode
AHP meliputi :

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan
solusi yang diinginkan, lalu menyusun
hierarki dari permasalahan yang dihadapi.
Menentukan prioritas elemen.

Sintesis.

Mengukur konsistensi.

Menghitung Consistency Index (CI).
Menghitung Rasio Konsistensi/Consistency
Ratio.

g. Memeriksa konsistensi hierarki.

o a0 o

Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan
terhadap konsistensi penilaian. Bila nilai konsistensi
yang didapat menyimpang terlalu jauh dari nilai
konsistensi  terbaik, maka proses penilaian
berpasangan harus diperbaiki atau diulang kembali.
Rumus untuk menghitung konsistensi adalah sebagai
berikut (Dagdeviren dkk, 2009):
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Simbol 2.2 Rumusan Untuk Menghitung Konsistensi
Logis
Untuk menentukan nilai Random Index (RI)
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 Nilai Random Index (RI) Berdasarkan N

N RI

2 0.00
3 0.58
4 0.90
5 1.12
6 1.24
7 1.32
8 1.41
9 1.45
10 1.49
11 1.51
12 1.48
13 1.56
14 1.57

p—
wn

1.59

Keterangan :
N : Ordo matriks
Amax :Nilai hasil dari

penjumlahan konsistensi vector dibagi dengan n

CI (Consistency Index)  :Rasio penyimpanan
konsistensi

CR (Consistency Ratio)
Ri (Random Index)

: Rasio Konsistensi
: Indeks Random

3. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Pengambilan Data

Untuk dapat melakukan analisis yang baik,
diperlukan data, serta teori konsep dasar,
sehingga  kebutuhan  data  sangat  mutlak
diperlukan. Adapun metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara :

» Perencanaan dan Pengumpulan Data
Perancangan atau perencanaan sistem
sangat diperlukan dalam pembuatan
aplikasi, bagian ini merupakan langkah
pertama sebelum membuat suatu aplikasi.
Perencanaan dan Pengumpulan data
dimulai dengan mendatangi  Polda
Kalimantan Tengah lalu melakukan
wawancara terhadap beberapa pimpinan dan
anggota POLRI di Polda Kalimantan Tengah.
Kemudian mengumpulkan data dan keluhan
mencakup sistem Penilaian Generik ~ yang
sedang berlangsung di Polda Kalimantan
Tengah. Setelah semua terkumpul barulah
dapat di analisis, di evaluasi apa saja yang
perlu dibuat

» Pembuatan Sitem
Pembuatan sistem dapat dilakukan ketika
perencanaan dan Pengumpulan data telah
selesai. Pembuatan Sistem meliputi desain
interface dan coding.

» Pengujian Sistem
Pengujian sistem adalah suatu hal yang penting
dilakukan ketika pembangunan sebuah sistem
telah selesai. Pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah ada kekurangan dari sistem
tersebut dan digunakan untuk mengukur
kesesuaian semua fungsi aplikasi seperti apa
yang dirancangkan sebelumnya. Pengujian
sistem akan langsung digunakan untuk
pemesanan dengan menggunakan komputer
yang sudah terinstal dengan aplikasi ini.

» Implementasi Sistem
Setelah pengujian sistem berhasil dan sesuai
dengan apa yang direncanakan. Maka sistem
siap untuk di implementasikan.



4. Analisa dan Perancangan
4.1 Pembuatan Aplikasi

I
ram dan Testing

Penulisan Kode Progi

Gambar 2 Alur Perancangan Aplikasi

4.2 Kerangka Konsep Penelitian

Pada alur kerja metode Analytical Hierarchy
Proces (AHP) yang diterapkan pada sistem yang
akan dibuat dalam penelitian ini. Flowchat Gambar
4.2 menerangkan gambaran umum dari perhitungan
proses AHP adalah sebagai berikut:

I
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Gambar 3 Flowchat AHP pada sistem

5. Implementasi

5.1 Implementasi Basis Data

Pada sub bab implementasi basis data akan
dijelaskan mengenai penerapan dari basis data yang
digunakan pada sistem. Berdasarkan perancangan
yang telah dilakukan, dibuat database yang bernama
spk yang berisi beberapa tabel, seperti terlihat pada
gambar 5.1
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5.2 Implementasi Sistem

Pada implementasi sistem akan dijabarakan
implementasi dari aplikasi sistem pendukung
keputusan penilaian kinerja generik.

5.2.1 Implementasi Halaman Penilaian Kinerja
Generik
Halaman Login penilain kinerja generik
merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan
saat ingin melakukan penilaian dapat dilihat pada
Gambar 5.2

SISTEM PENDUKUNG REPUTUSAN

Gambar 4 Implementasi halaman Login

5.2.2 Implemetasi Halaman Admin

Halaman admin adalah halaman yang
ditampilkan jika wuser berhasil login sebagai
administrator. Pada halaman ini terdapat menu
dashboard, inputan dan cetak. Implementasi halaman
beranda dapat dilihat pada Gambar 5
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Gambar 5 Implementasi halaman admin

5.2.3 Implementasi Halaman Penilaian Lanjut
Halaman penilaian lanjut adalah halaman yang
digunakan untuk menghitung penilaian kinerja
generik menggunakan metode AHP. Implementasi
halaman penilaian lanjut terlihat pada Gambar 6

® SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Gambar 6 Implementasi halaman penilaian

6. Pengujian dan Pembahasan

Pengujian validasi perhitungan berguna untuk
menguji perhitungan, baik perhitungan manual
maupun perhitungan dari aplikasi penilain kinerja
generik

6.1 Pengujian Perhitungan Manual

Perhitungan manual metode AHP dilakukan
dengan menggunakan data data alternatif atau kost
yang digunakan adalah 5 anggota terbaik. Dan data
kriteria yang ditentukan Kepemimpinan, Jaringan
Sosial, Komunikasi, Pengendalian Emosi, Agen
Perubahan, Integritas,  Empati, Pengelolaan



Administrasi, Kreativitas, dan Kemandirian seperti
terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Pairwise Comparisons
Pada Tabel 2 merupakan tabel hasil perhitungan
antar alternatif.

ANGGOTA A B c D E
A 1 1 2 0,4 0,5
B 0,5 1 1 0,1 0,2
C 0,3 0,8 1 0,6 1
D 1 1,2 0,5 1 0,7
E 0,4 0,1 0,8 0,9 1
TOTAL 32 4,1 5,3 3 34
RATA-RATA
ANGGOTA A B C D E BARIS
A 0,3125 0,24390 0,37735 0,13333 0,14705 0,24283
B 0,15625 0,24390 0,18867 0,03333 0,05882 0,13619
c 0,09375 0,19512 0,18867 0,2 0,29411 0,19433
D 0,3125 0,29268 0,00433 0,33333 0,20588 0,24774
E 0,125 0,02439 0,15004 03 0,29411 0,17889
Setelah  perhitungan  alternatif, dilakukan

perhitungan kriteria. Seperti terlihat pada tabel 6.2
Tabel 3 Pairwise Comparisons Kriteria
setelah itu melakukan perankingan.

Tabel 4 Ranking
Nama Pangkat Jabatan Total
| INDRAS PURWOKO, AKD KASIAGAS |0 0070
SH BAGDALOOPS
B | AGUS SUSANTO BRIGPOL PAMEN 1 20763239
URREN
C | HERT SUSANTO AIPDA PANITT 1 9840585
SITURJAWALT
D | ANDIDWIHP BRIPKA BANIT 0,19688867
SATWA|
DIR
E | THOFAN HERINOTO KBP 0,18438006
SABHARA

7. Hasil Kuesioner Uji Coba oleh User

Kuesioner diisi oleh 20 orang yang melakukan
uji coba user yang dilakukan oleh penulis secara
offline dimana penulis mendatangi Mahasiswa/i dan
menunjukkan sistem yang telah dibuat serta
kuesioner online yang penulis dapat dengan
mengakses website secara desktop dan user
melakukan penilaian. Hasil dari kuesioner yang
didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 uji coba

1 Apakah sistem yang Ya
telah  dibuat  sudah
sesuai dengan
kebutuhan user?

2 Apakah sistem yang Ya

telah dibuat sudah dapat

membantu kinerja
anggota dalam
penilaian?
3 Apakah sistem yang Ya
telah  dibuat mudah
dalam penggunaannya?
4 Apakah sistem yang Ya
telah  dibuat  dapat
membantu dalam
penilaian kinerja
ginerik?
5 Apakah sistem yang Ya

telah dibuat telah adil

dalam penilaian ?
Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulakn
bahwa secara umum sistem yang telah dibuat sudah
sesuai dengan kebutuhan user.Penilaian sudah
dilkukan secara proporsional serta memudahkan
petuga dalam penilaian.

8. Kesimpulan dan Saran

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari perancangan Sistem
Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Generik
Polda Anggota POLRI di Polda Kalimantan Tengah,
dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

a. Metode AHP untuk proses perhitungan
penilaian lanjut sudah berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.

b. Sistem penilaian awal sudah berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.

c. Sistem mampu menilai secara proporsional
dengan menggunakan metode AHP, penilaian
tidak lagi dilihat hanya dengan nilai tertinggi
saja.

d. Dengan menggunakan metode AHP penilaian
lebih adil dari sebelumnya, karena penilaian
sebelumnya hanya mengambil nilai tertinggi
saja tanpa melihat kriteria yang harus dimiliki
oleh  seorang  anggota  POLRI  dan
membandingkan satu sama lain.

e. Dengan adanya Sistem ini memudahkan
anggota POLRI dalam melakukan penilaian
kineja generik.

8.2 Saran

Dalam laporan akhir ini di ajukan beberapa saran
untuk pengembangan Sistem Pendukung Keputusan
Penilaian Kinerja Generik Polda Anggota POLRI di
Polda Kalimantan Tengah, yaitu bisa dilakukan
pengembangan lebih lanjut menggunakan metode
lain dengan melakukan pengembangan sistem ke
arah penilaian kinerja spesifik.

Untuk penelitian lebih lanjut dalam penentuan
kinerja ginerik pada sistem ini dapat diterapkan
metode lain sebagai verifikasi keakuratan metode
AHP.
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